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SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

" PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR .
- NOMOR 75 TAHUN 2020 |
“TENTANG

' 'PERUBAI—IAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 117 '

TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PERUSAHAAN UMUM

' .Meﬁimbaing D

Mehgingat T

DAERAH ANEKA USAHA

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH‘A'ESA

a. bahwa dalam rangka pengangkatan Pe_]abat Eksekutlf pada: c

o,

. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, maka Peraturan'"'
_*“}Bupatz Karanganyar Nomor » 117 Tahun 2019 tentang_“»
Pedoman Operaswnal Perusahaan Umum Daerah Aneka o
o .'_Usaha sebagalmana telah chubah dengan Peraturan Bupatl
Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas .
k Peraturan Bupatl Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 "
tentang Pedoman Operaswnal Perusahaan Umum ‘Daerah
. Aneka Usaha perlu dlubah D _ S
bahwa berdasarkan pertxmbangan sebagalmana dlmaksud

Ny dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupau tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupatx Karanganyar‘

- Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasmnal' a

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, e e
1. Undang~Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentangv )

. Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Llngkungan

Prov1n31 Jawa Tengah

. Undang-Undang " Nomor 13 Tahun ‘.:2_(503 ‘t'e“ntan"g
- Ketenagakerjaan (Lembarari- ' Negéfa "Républik Indone31a

= Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara
- Repubhk Indoneswl Nomor 4279} C |




. jUnd‘ang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

~ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik'fﬁkionesia '

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), Vsebagaimana telah

beberapa kali -diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor & 23" Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Négara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan

Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesxa
Tahun 2017 Nomor 305, Tarnbahan Lembaran Negara
‘Republik Indonesia Nomor 6)73), ‘ '
Peraturan Pemermtah Nomor 12 ‘Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 37 'I‘ahun 2018

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian. Anggota Dewanv
Pengawas atau ‘Anggota Kormsarls dan Anggota Dxreksi

- Badan Usaha Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karahganyar._ Nomor 27

“Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab
Sosial» Perusahaan  (Lembaran Daerah  Kabupaten

Karanganyar Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran
' - Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 53);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka
Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
“Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten' Karanganyar Nomor 34), bsebagai'mana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar :
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah . Kabupéten Karanganyar Ndmor 9 Tahun 2015
tentang Perusdhaan Umum Daerah Aneka Usaha (Lembaran -

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 16

AL 1 Y b 4t




Menetapkan :

‘Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 110)

| 9. Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019

tentang Pedoman Operas:onal Perusahaan Umum ,Daerah; L

Aneka Usaha (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2019 Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Karanganyar-Nomor 8 Tahun 2020 tentang

Perubah_aﬁ Atas _Pératuran Bu‘pati Karanganyar No}morv 117

Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Perusahaan

Umum Daerah Aneka Usaha (Bemta ‘Daerah Kabupaten
‘ Karanganyar Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTA‘RIG PERUBAHAN KEDUA ATAS |

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 117 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PERUSAHAAN UMUM

'DAERAH ANEKAUSAHA.

Pasal I
Beberapa - ketentuan dalam Peraturan Bupau Karanganyar-
Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Operaswnal
Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (Benta Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 117), sebaga:mana |

teiah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
gKaranganyar Nomor 117 Téhu}l 2019 tentang Pedoman
Operasional Perusahaéﬁ Umum Daérah Aneka Usaha (Berita-
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 8) diubah
sebaga1 benkut ’

. 1. Ketentuan Pasal 1 dxubah sehmgga berbuny1 sebagai berlkut

Pasal 1 v
Dalam Peraturan Bupan ini yang dimaksud dengan
L Daerah adalah I{abupaten Karanganyar.
2. Pemermtah Daerah  adalah  Pemerintah Kabupaten
Ixaranganyar )
-3 Bupatx adalah Bupan Karanganyar




4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

dlsmgkat DPRD adalah Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah
Kabupaten Karanganyar

.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya dxsmgkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

besar modalnya dimiliki Daerah.

.»Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yahg selanjutnya» |

disebut PUD Aneka Usaha adalah BUMD yang seluruh

modalnya dimiliki Pemerintah Daerah yang dibentuk

10.

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupdtcn Karanganyar
Nomor 9 Tahun 2015 tentang PUD Aneka Usaha.

.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam

Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PUD
Aneka Usaha yang selanfutnya disingkat KPM adalah organ’}
PUD Anei{a Usaha yang memegang kekuasaan tertinggi
dalam PUD Aneka Usaha"dah memegang segala‘kewenan‘gan‘
yang tidak. d1serahkan kepada Direksi atau Dewan
Pengawas. '

. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
. Direksi adalah organ PUD Aneka Usaha yang bertanggung

jawab atas pengurusan PUD Aneka Usaha untuk
kepentingan dan tujuan PUD Aneka Usaha serta mewakili
PUD Aneka Usaha baik di dalam maupun di luar pengadilan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |

Déwan Pengawas adalah organ PUD Aneka Usaha yang

bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat

 kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan

11.

PUD Aneka Usaha, v
Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab

langsung kepada Direksi atau pejabat yang mempunyai

_ pengaruh terhadap kebijakan operasional perusahaan,

12.

13.

Jabatan Struktural adalah jabatan yang ada pada PUD .
Aneka Usaha yang diduduki oleh Pejabat Eksekutlf sesuai
struktur organisasi PUD Aneka Usaha. ,

Kerja Sama adalah suatu rangkaian .kegiatan yang terjadi

karena ikatan formal antara PUI.)‘ Aneka Usaha dan Pihak

Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan




usaha guna mencapai suatu tUJuan tertentu yang sahng '

IR menguntungkan

L Perorangan d1 luar Perusahaan Umum Daerah antara lam . N

:_chak Ketlga adalah Instan81 Lembaga Badan Hukum danvv} |

Pemermtah Pemermtah Negara Asmg, Badan Usaha Milik - -

q'ff‘Negara Kopera31,, Swasta Nasxonal dan Swasta Asmg,:-’t

o :'Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negen dan/ atau 'i o
S Perusahaan Daerah lalnnya : '
oy 6.

- ‘dlsmgkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerahff o

Pegawa1 adalah Pegawa1 PUD Aneka Usaha

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seIanJutnyaf

o Vf yang dltetapkan dengan Perda

o }' ftelah dltetapkan oleh pemegang saham RS
18
S f,f-:'ijabupaten Karanganyar
9.

Modal Dlsetor adalah kewajlban penyertaan modal yang -f:»-

Peraturan Pemsahaan adaiah Peraturan PUD Aneka Usaha o

'Dana Representatxf adalah Dana anggaran perusahaan yang "{3;_. L

d1sed1akan dalam rangka kelancaran pengembangan usaha. -

20.G

Ga_u pokok adalah gay pokok yang dltentukan dalam daftari:i s ‘} ‘

o skala gaji pegawa1 PUD Aneka Usaha

anak

Penghasﬂan adalah gajl d1tambah dengan tunjangan 1a1nnya o

o yang sah

3 | -

:‘:penylslhan saldo Iaba atau dan laba bers:h yangf'

Cadangan Umum adalah cadangan yang dlbentuk dan B

| ‘._penggunaannya sesua1 dengan Anggaran Dasar/Anggaranr o

L Rumah Tangga

o4
S I bers1h yang d1sxslhkan untuk tUJuan tertentu
L ,v:25‘.‘
N :‘,.V:‘:‘v"yang dltetapkan oleh Dlrek31
-~ os.
e 'd1smgkat TJSP adalah tanggung Jawab yang melekat pada o

S setlap perusahaan untuk tetap menmptakan hubungan, o

Cadangan Tu;uan adalah cadangan yang dzbentuk dar1 laba |

Daftar Penx!a1an Kerja adalah daftar penllalan presta81 kerja ’_ -

Tanggung Jawab 8031al Perusahaan yang selanjutnya B

a yang sera51 selmbang, dan sesuau dengan Imgkungan rulal

| ’wnorma, dan budaya masyarakat setempat

Gajl adalah gajl pokok dltambah tunjangan 1str1/suam1 dan” RS



2 Ketentuan Pasal 86 dlubah sehingga berbunyi Sebagai

berlkut ' : ‘ . o

Pasal 86 ‘
(1) Pengangkatan Pejabat Eksekutif pada PUD Aneka Usaha
diangkat dari Pegawai PUD Aneka Usaha., v
(2) Dalam hal Pegawai PUD ‘Aneka Usaha sebagalmana'
dlmaksud pada ayat (1) tldak ada - yang memenuh1
persyaratan atau maka pengangkatan Pejabat Eksekutif &
dapat berasal dari bukan Pegawai PUD Aneka Usaha.
(3) Persyaratan untuk dlangkat dalam jabatan struktural yang
berasal dari Pegawai PUD Aneka Usaha, sebagaumana,
dimaksud pada ayat (1), sebaga1 berlkut
a. berstatus Pegawai PUD Aneka Usaha;
b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan'b yang
~ ditentukan: | : - | I
1. Untuk jenjang Jabatan kepala bidang atau yang‘
setingkat, pendxdlkan' minimal  sarjana muda
(Diploma H); dan "

2. Persyaratan kualifikasi dan tmgkat pendldlkan untuk
jabatan kepala bidang atau yang setingkat
sebagaimana dimaksud pada angka 1 " diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Direksi.

‘c. diutamakan memiliki kualifikasi -pendidikan dan
pelatlhan jenjang karlr yang dltentukan
1. untuk jenjang Jabatan kepala seksi atau yang

setingkat, telah mengikuti dan lulus pendidikan dan
pélatihan; dan | . |

2. pérsyaratan kualifikasi perididikan dan pelatihan

jenjang karier sébagaimana dimaksud pada angka 1
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

d. semua uthr penilaiah prestasi kerja paling rendah

. bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; |

e. memiliki k-ompete‘nsi jabatan yang dipe‘rlukan;v

1. sehat jasmani dan rohani;

g. lulus dalam tes jabatan; dan

h. pengangkatan dalam Jabatan struktural dllaksanakan

- secara berjenjang dari tmgkatan jabatan di bawahnya. |



(4) Persyaratan untuk dlangkat dalam Jabatan Struktural |

yang berasal dan bukan Pegawal PUD  Aneka Usaha L

o sebagalmana dlmaksud pada ayat (2), sebaga1 benkut
T a.VWarga Negara Indone51a e
" b. beru51a palmg rendah 23 (dua puluh tlga) tahun danj*}v;

o ‘pahng t1ngg1 45 (empat puluh hma) tahun; - IR

P | _»‘vkcf pendldlkan m1n1ma1 sarjana muda (D1ploma III), L

d.:‘t1dak pernah dlhukum: penjara ’ atau kurunganvi o

berdasarkan putusan pengadllan yang telah mempunya1
. ‘kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu

tmdak pldana kejahatan, |

e tldak pernah dlberhenukan dengan hormat t1dak atas o

permlntaan sendln atau tidak dengan hormat sebagalj
jPegawal Negen Slpll atau dlberhentxkan tldak dengan L
hormat sebaga1 Pegawal swasta o . |
f."tldak berkedudukan sebaga1 calon Pegawa1 Nege’rif' ’
| - Sipil/ Pegawal Negen Slpll B o - o
;g.,zmempunyau pendldlkan kecakapan ke“ahllian; “,’dar‘i_
| keterampllan yang dlperlukan, PR I
'vh berkelakuan balk dan o
Bt sehat jasmanl dan roham .

, (5) Ketentuan leblh lanjut mengenal tata cara selek31 dan' '

pengangkatan bag1 Pe_;abat Eksekutlf d1tetapkan dengan

Keputusan Dlreksx o

(6) Pejabat struktural yang berasal dar1 bukan Pegawa1 PUD S

: Aneka Usaha apabﬂa sudah tldak menduduk1 Jabatan"

struktural dmyatakan keluar dan tldak me‘njadlv

| vtanggungan PUD Aneka Usaha -

3 D1 antara Pasal 86 dan Pasal 87 d13131pkan 1 (satu) Pasal

" yakm Pasal 86A sehmgga berbuny1 sebagau berikut:
| ) Pasal 86A
(1) DlrekS1 mengajukan usulan pengxsxan Jabatan struktural» S
’ melalux proses seleksx kepada KPM dengan pertlmbangan -

Dewan Pengawas

(2) Usulan sebagalrnana d1maksud pada ayat (1) d1susun,

o menurut forma81 Jabatan struktural yang akan dllSl "L



(3) KPM  melalui Perangkat Daerah/ Unit Kerja  yang
membidangi ~BUMD dan Perangkat Daerahr’ yang
membidangi "Kepariwisataan melakukan pengkajian

- terhadap usulan Direksi sebagaxmana d1maksud pada
ayat (2). , v .

(4) Berdasarkan kajlan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2},

- KPM menyetujux atau menolak usulan pengxsxan Jabatan

~struktural yang diajukan oleh Direksi.

‘ Pasal 1 .
‘Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dxundangkan

Agar setiap o'rang' méhgetahuinya v memerintahkah
pengundangan Peraturan Bupat1 ini dengan penempatannya

| dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar .

Ditetapkan di Karéngaﬂyar
példa tanggal 14 Agustus 2020
BUPATI KARANGANYAR,
o | |

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 14 Agu"st‘:us 2020 ' _

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd. |
SUTARNO S _ |
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan ashnya .} .
/SEKRETARIAT DAERAH @FJE
KABUPATEQ,KARANGANYAR . r .
/ luc Kepala Bagll' Hukum, o [m]

| NIP\1975 311 199903 1009



